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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
Nomor: 11 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

PAKPAKBHARAT
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang :a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan

Mengingat

menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat
dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan
prima,perlu adanya Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,


mailto:disdukcapil@bulelengkab.go.id

Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik I ndonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 537);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa



11.

12.

13.

14.

15.

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor IndukKependudukan
Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang
Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses
Serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2011 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Lahir;

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Nomor 66).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dengan
rincian sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATUadalah:

1.  Penerbitan kartu keluarga;

2.  Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-
el);

3.  Penerbitan kartu identitas anak (KIA);
4.  Penerbitan surat keterangan pindah WNI;

5. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
kelahiran;

6. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;

7. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;

8. Pencatatan dan penerbitan surat
keterangan pembatalan perkawinan;

9. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
perceraian;

10. Pencatatan dan penerbitan surat keterangan

pembatalan perceraian;

11. Pencatatan pengangkatan anak;

12. Pencatatan dan  penerbitan kutipan akta
pengakuan anak;

13. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta
pengesahan anak;

14. Pencatatan Perubahan Nama;

15. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

16. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
17. Legalisasi dokumen kependudukan;

18. Permintaan data penduduk; ditambah dengan
19. Kuantar Akta Kematian Kamu (KUTAMU)



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat
diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

atatan Sipil
o Pakpak Bharat

dragih, SE, MM
Utama Muda




LAMPIRAN : PERUBAHAN

NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

PAKPAK BHARAT

11 Tahun 2022
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian
1. Persyaratan (1) Penerbitan KK baru,dilakukan setelah
memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a mengisi formulir isian KK yang
ditandatangani oleh Kepala Desa
serta ditandatangani dan dicap
Kepala Desa;

b. foto copy Kutipan Akta
Perkawinan/Akta
Perceraian /BukuNikah;

¢ foto copy Kutipan AktaKelahiran;

d bagi anak hasil perkawinan
campuran yang sah dari salah satu
orang tuanya Orang Asing yang
lahir  sebelum  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia, harus mendapat
Keputusan Kementerian Hukum
dan HAM tentang Pendaftaran Anak
untuk memperoleh Kewarganeraan
RepublikIndonesia;

e surat keterangan  pindah/surat
keterangan pindah datang bagi
penduduk yang pindah/datang
dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

f surat keterangan datang dari luar
negeri yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bagi WNI yang datang dari luar
negeri karena pindah;

g foto copy ijin tinggal tetap bagi
OrangAsing.

(2) Perubahan KK karena perubahan
anggota keluarga dalam KK bagi
penduduk yang mengalami kelahiran




dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa:

a KK lama;

b. foto copy Kutipan AktaKelahiran.

(3) Perubahan KK karena perubahan
elemen data kependudukan
(perubahan status perkawinan,
perubahan nama, pekerjaan, agama,
dan lain-lain) bagi penduduk WNI,
wajib dilakukan perubahan setelah
memenuhi syarat sebagai berikut:

a) KK lama;

b) mengisi formulir isian KK yang
ditandatangani oleh Kepala
Keluarga serta ditandatangani dan
dicap Lurah/Perbekel,

c) foto copy Kutipan Akta
Perkawinan/Buku Nikah;

d) foto copy Kutipan Akta
Perceraian /Putusan Penetapan
Pengadilan tentang perceraian;

e) foto copy Kutipan Akta Kematian,;

f) foto copy Kutipan Akta Kelahiran
yang berdasarkan Penetapan
Pengadilan (Catatan Pinggir);

g) foto copy putusan perubahan

agama dari lembaga yang
berwenang;
h) foto copy dokumen pendukung
lainnya.

(4) Perubahan KK karena penambahan
anggota bagi Orang asing yang
memiliki ijin tinggal tetap untuk
menumpang KK WNI atau Orang Asing:
a KK lama atau KK yang ditumpangi;
b. mengisi formulir isian KK yang
ditandatangani oleh Kepala
Keluarga serta ditandatangani dan
dicap Kepala Desa;

¢ foto copy Pasport;

d foto copy Ijin Tinggal Tetap

e surat keterangan lapor diri dari
Kepala Desa.

(5) Perubahan KK karena pengurangan
anggota keluarga dalam KK bagi WNI
dan Orang Asing:

a KK lama;

b. foto copy Kutipan Akta Kematian
atau;

¢ surat keterangan pindah Dbagi




penduduk WNI dan WNA yang
pindah dalam wilayah Kesatuan
Negara Republikindonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau
rusak bagi penduduk WNI dan Orang
Asing:

a surat keterangan hilang dari Kepala
Desa dan foto copy KK yang lama,;

b. KK yang rusak;

¢ foto copy Dokumen Kependudukan
dari salah satu anggota keluarga;

(7) foto copy dokumen keimigrasian bagi
orang asing.

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

a. pemohon mengisi formulir isian KK
yang ditandatangani oleh Kepala
Keluarga serta ditandatangani dan
dicap oleh Kepala Desa;

b. petugas Operator menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan yang
diajukan olehpemohon;

c. petugas Operator melakukan
perekaman data serta menerbitkan
draft KK;

d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang
memeriksa dan membubuhkan paraf
pada draft KK;

e. operator mencetak dokumenKK;

f dokumen KK ditandatangani
Kepala Instansi Pelaksana
diserahkan pada pemohon.

oleh
untuk

Jangka Waktu 1 (satu)Jam
Pelayanan
Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Kartu Keluarga (KK)

Penanganan
Aduan, Saran dan
Masukan

1. Kotaksaran

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.i

d

3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go

.id

4., Form Survei
Masyarakat

Indeks Kepuasan

Mekanisme penanganan pengaduan saran
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dan masukan dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat

2. Koordinasiinternal

3. Koordinasieksternal

4. Tindak lanjut dan solusipermasalahan

Waktu Pelayanan

a Senin—-Jumat : 08.00 - 16.00WIB.

b.Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur (Menyesuaikan dengan
Surat Edaran)

Standar Pelayanan Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal organisasi

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang AdministrasiKependudukan
yangtelah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang
AdministrasiKependudukan;

b. PeraturanPemerintah Nomor
37 Tahun2007 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun2006;

c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan
PencatatanSipil;

d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan  Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftara Penduduk
dan Pencatatan Sipil diDaerah;

Sarana Prasarana
dan/ atau Fasilitas

Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas
berada di Dinas Kependudukan Kabupaten
Pakpak Bharat: Blangko Kartu Keluarga
Komputer : 5 Unit

Printer : 4unit

Jaringan : 2unit

Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;

b. Mampu bersikap sopan, ramah dan
komunikatif;

c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;




4. Pengawasan Internal | Berjenjang mulai dari Kepala Seksi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala
Bidang Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Kepala Dinas
S. Jumlah Pelaksana 1. Operator SIAK 4 orang
2. Petugas Adm di Dinas 4 orang;
0. Jaminan Pelayanan | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada  diskriminasi terhadap
Pemohon.

7. Jaminan Keamanan | Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi
dan Keselamatan namun belum diambil, akan disimpan
Pelayanan terlebih dahulu sampai pemohon

mengambilnya. Jika  dalam = berkas
permohonan ada telepon pemohon akan
dihubungi lewat telpon.

1 Rapat koordinasi intern rutin setiap

8 Evaluasi Kinerja bulan dan insidental terkait
Pelaksana program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) secara rutin dan
berkelanjutan sebagai upaya perbaikan
dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan (1) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik

baru adalah sebagai berikut:

a penduduk WNI dan Orang Asing
dengan ijin tinggal tetap yang sudah
berusia 17 tahun atau belum berusia
17 tahun tetapi sudah kawin/nikah
atau sudah pernahkawin/nikah;

b. telah melaksanakan perekaman KTP
Elektronik di tempat-tempat
pelayanan perekaman;

¢ surat keterangan telah melakukan
perekaman KTP Elektronik dan
membawa foto copy KK terbaru:

(@) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik
luar domisili adalah sebagai berikut:

a penduduk WNI dan Orang Asing
dengan ijin tinggal tetap yang sudah
berusia 17 tahun atau belum berusia




©).

O

17 tahun tetapi sudah kawin/nikah
atau sudah pernahkawin/nikah;

b. telah melaksanakan perekaman KTP
Elektronik di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil daerah
asalpenduduk;

¢ surat keterangan telah melakukan
perekaman KTP Elektronik dan
membawa foto copy KK terbaru;

Persyaratan penerbitan KTP Elektronik

karena hilang atau rusak bagi WNI dan

Orang Asing yang memiliki ijin tinggal

tetap adalah sebagai berikut:

a surat keterangan kehilangan
dari Kepala Desa;

b. KTP Elektronik yangrusak;

c. foto copy KK;

d. foto copy paspor dan Ijin Tinggal
Tetap.

Persyaratan penerbitan KTP Elektronik
karena pindah datang bagi penduduk
WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal
tetap adalah sebagai berikut :

a. surat Keterangan Pindah WNI dan
WNA

/Keterangan Pindah Datang;

b. surat keterangan datang dari luar
negeri bagi penduduk WNI yang
datang dari luar mnegeri karena
pindah;

Sistem Mekanisme a. pemohon membawa surat keterangan

dan Prosedur sudah melaksanakan perekaman dan
foto copy KK terbaru ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. petugas operator menerima dan
memverifikasi berkas persyaratan yang
diajukan oleh pemohon;

c. petugas operator mencetak KTP
Elektronik.

d. Pemohon menerima KTP-el

Jangka Waktu 1(satu) Jam
Pelayanan
Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)




Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotaksaran
Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id 2.
Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
3. Form  Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran
dan masukan  dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat

2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Waktu Pelayanan

a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 16.30WIB

c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur foto copy KK terbaru;

d. KTP-el yang asli dari daerah asal;

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang AdministrasiKependudukan
yang telah  diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

b. Peraturan PemerintahNomor 37Tahun

2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun2006;

c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 tentang  Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil diDaerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
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2. Sarana Prasarana Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada
dan/ atau Fasilitas | di Dinas Kependudukan Kabupaten Pakpak
Bharat:
Blangko Kartu Keluarga
Komputer : 4 unit
Printer : 4 unit
Jaringan : 1 unit

3. Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer dan

Pelaksana teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah dan
komunikatif;
c. Disiplin dan taat waktu pelayanan,;
4. Pengawasan Internal | Berjenjang mulai dari Kepala Seksi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Kepala Dinas
5. Jumlah Pelaksana 1. Operator SIAK 4orang
2. Petugas Adm di Dinas 4 orang;
6. Jaminan Pelayanan | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap
Pemohon.

7. Jaminan Keamanan | Apabila KTP-el sudah jadi namun belum
dan Keselamatan diambil, akan disimpan terlebih dahulu
Pelayanan sampai permohon mengambilnya. Jika

dalam permhonan ada telepon pemohon
akan dihubungi lewat telpon.
1. Rapat koordinasi intern rutin setiap

8 Evaluasi Kinerja bulan dan insidental terkait program

Pelaksana

kegiatan danpelayanan;

2. Melalui Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) secara rutin dan
berkelanjutan sebagai upaya perbaikan
dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

(1) Persyaratan penerbitan KIA baru adalah
sebagai berikut:

a. KIA diberikan kepada penduduk WNI
dan anak dari Orang Asing yang
memiliki ijin tinggal tetap, yang
berusia O sampai 17 tahun kurang 1
hari dan belum pernah
kawin /menikah;

b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran,;




c. foto copy KK terbaru;

d. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak
Orang Asing;

e. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1
lembar bagi anak usia diatas 5 tahun
sampai usia 17 tahun kurang lhari.

(2) Persyaratan penerbitan KIA karena
hilang/rusak adalah sebagai berikut:

a. surat keterangan hilang dari

Kepala Desa;

foto copy KIA yang hilang;

foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
foto copy KK terbaru;

foto copy ijin tinggal tetap bagi anak
Orang Asing;

f. KIA yang rusak;

o po

2. Sistem Mekanisme a. pemohon membawa berkas persyaratan
dan Prosedur KIA ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

b. petugas operator menerima dan
memferivikasi berkas yang sudah
diajukan oleh pemohon;

c. petugas operator melakukan scan foto
anak yang memohon KIA berusia dari 5
tahun sampai dengan usia 17 tahun
kurang dari 1 hari;

d. petugas operator mencetak KIA;

3. Jangka Waktu 1(satu)jam
Pelayanan
4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
S. Produk Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
6. Penanganan 1. Kotak saran

Pengaduan, Saran
dan Masukan

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.i
d
4. Form Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat
Mekanisme penanganan pengaduan saran
dan masukan dilaksanakan dengan tahapan

sebagai berikut :

1.Cek ditempat

2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan
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Waktu Pelayanan

a. Senin—Kamis : 08.00 - 16.00WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 16.30WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 23  Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006;

c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukan;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

f.  Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana Prasarana
dan/ atau Fasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas berada
di Dinas:
Blangko KIA

Komputer :1unit

Printer : lunit
Jaringan : lunit
AC : lunit
Genset : lunit
Kamera : lunit

Scanner : lunit




3. Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer

Pelaksana danteknologi informasi
b. Mampu bersikap sopan, ramah dan
komunikatif
c. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4. | Pengawasan Internal Berjenjang mulai dari Kepala Seksi

Pelayanan Pendaftaran Penduduk ,
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi
Kependudukandan Kepala Dinas

S. | Jumlah Pelaksana Operator SIAK di Dinas
Petugas Pelayanan di Dinas: 1 orang

0. Jaminan Pelayanan | 1.Adanya Standar Operasional
Prosedur(SOP);

2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7. | Jaminan Keamanan Apabila KIA sudah jadi namun belum
dan Keselamatan diambil, akan disimpan terlebih dahulu

Pelayanan dan pemohon dihubungi melalui telepon.
8. | Evaluasi Kinerja 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana

dan insidental terkait pelaksanaan

program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

secara rutin dan berkelanjutan sebagai
upaya perbaikan dan peningkatan
pelayanan.

4. SURAT KETERANGAN PINDAH WNI

Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan (1) Perpindahan WNI dalam satu
Desa/Kelurahan, antar
Desa/Kelurahan dalam satu
Kecamatan:

a. foto copy KK;
b. foto copy KTP-el;

(2) Perpindahan WNI antar Kecamatan
dalam satu Kabupaten:

a. surat pengantar keterangan pindah
dari perbekel/ Lurah




b.
c.
d.

foto copy KK;

foto copy KTP-el;

pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak
2 lembar

(3) Perpindahan WNI antar Kabupaten /
Kota dalam satu Provinsi dan/atau
Luar Provinsi:

a.

b.

C.

d.

surat pengantar keterangan pindah
dari perbekel/ Lurah;

foto copy KK;

foto copy KTP-el;

pas photo berwarna 4 x 6 cm
sebanyak 8 (delapan) lembar.

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

(1) Perpindahan WNI dalam satu Desa
/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan
dalam satu Kecamatan:

a.

b.

pemohon membawa persyaratan
lengkap ke kantor desa/ kelurahan;
petugas registrasi desa/kelurahan
melakukan verifikasi perpindahan
penduduk dalam satu desa;

perbekel / Lurah menerbitkan dan
menandatangani Surat
KeteranganPindah;

surat keterangan pindah digunakan
sebagai dasar penerbitan KK dengan
alamat yang baru;

KK dengan alamat yang baru
digunakan sebagai dasar
penerbitanKTP-el;

(2) Perpindahan WNI antar Kecamatan
dalam satu Kabupaten:

a

pemohon membawa  persyaratan
lengkap dari desa/kelurahan ke
kantor camat

petugas registrasi Kecamatan
melakukan verifikasi dan validasi
data perpindahan penduduk;

camat menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan
Pindah;

surat Keterangan Pindah yang telah
ditandatangani oleh camat.

Pemohon melaporkan kepindahan ke
desa/kelurahan daerah tujuan
pindah;

Kepala desa di tempat tujuan
menerbitkan dan menandatangani
formulir permohonan KK, formulir
permohonan KK sebagai dasar
menerbitkan KK dengan alamat yang




baru;
g KK dengan alamat baru sebagai
dasar untuk menerbitkan KTP-el,
(3) Tata cara penerbitan Surat Keterangan

Pindah WNI antar Kabupaten dalam
satu Provinsi atau Luar Provinsi:

a. pemohon membawa Surat Keterangan
Pindah yang telah ditandatangani oleh
Kepala Desa;

b. petugas operator menerima dan
memverifikasi berkas yang diajukan

oleh pemohon sesuai dengan
persyaratan,;

c. petugas operator melakukan input
perpindahan dalam data base

kependudukan dan lanjut menerbitkan
Surat Keterangan Pindah WNI antar
Kabupaten dalam satu Provinsi atau
Luar Provinsi;

d Kepala Seksi dan Kepala Bidang
memeriksa dan membubuhkan paraf
pada Surat Keterangan Pindah WNI
antar Kabupaten dalam satu Provinsi
atau luar Provinsi;

e. Kepala Instansi Pelaksana
menandatangani  surat  keterangan
pindah WNI antar kabupaten dalam
satu Propinsi atau luar Propinsi;

f surat Keterangan Pindah tersebut
diserahkan kepada pemohon untuk
dilaporkan ke daerah tujuan;

g surat Keterangan Pindah digunakan
sebagai dasar proses perekaman ke
dalam data base kependudukan dan
penerbitan KK dan KTP di tempat
alamat baru.

Jangka Waktu
Pelayanan

1(satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Pindah WNI




Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotaksaran

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
3. Email:disdukcapil@pakpak
bharatkab.go.id

4. Form Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran
dan masukan dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :

1.Cek ditempat
2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Waktu Pelayanan

a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 16.30WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur
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Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun2006;

c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana Prasarana
dan/ atau Fasilitas

Sarana Prasarana dan/atau fasilitas
berada di Dinas:

Komputer : S unit
Printer : 4unit
Jaringan : 1 unit
AC : 1 unit

Scanner : 1 unit

Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan  komputer
dan teknologi informasi

b. Mampu bersikap sopan, ramah dan|
komunikatif

c. Disiplin dan taat waktu pelayanan

Pengawasan Internal

Berjenjang mulai dari Kepala  Seksi
pelayanan pendafratan penduduk, Kepala
Bidang Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

Operator SIAK di Dinas
PetugasPelayanandiDinas:1 orang

Jaminan Pelayanan

1.Adanya Standar Operasional
Prosedur(SOP);

2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.




7. Jaminan Apabila SKPWNI sudah jadi namun belum

Keamanan dan diambil, akan disimpan terlebih dahulu
Keselamatan dan pemohon dihubungi melalui telepon.
Pelayanan

8. | Evaluasi Kinerja 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana

dan insidental terkait pelaksanaan
programkegiatandanpelayanan;

2. Melalui survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) secara rutin dan
berkelanjutan sebagai upaya perbaikan
dan peningkatan pelayanan.

5. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan (1). Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI:
a. mengisi formulir permohonan.
b. surat keterangan lahir dari

Dokter/Bidan/ Surat keterangan lahir
dariKepala Desa.

c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan /
Buku Nikah orang tua;atau

d. Surat Keterangan Kawin dari Kepala
Desa bagi orang tua yang
perkawinannya sebelum tanggal 1
Oktober 1975.

e. foto copy KTP-el kedua orangtua.

f. foto copy KTP-el pemohon Akta jika
telah berumur 17 tahun, sudah kawin
atau pernah kawin.

g. foto copy KK orang tua atau
KKmandiri.

h. melampirkan Biodata Penduduk yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran
baru).

i. foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

j. foto copy ijazah terakhir bagi yang
sudah memiliki ijazah

k. apabila salah satu atau kedua orang
tuanya sudah meninggal dunia harus
melampirkan fotocopy Kutipan Akta
Kematian.

l. Surat Keterangan Kematian apabila
yang meninggal tidak ada dalam data
base/KK.

m. pemohon yang diwakili oleh orang lain
dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai 10.000.

(2). Persyaratan Pencatatan Kelahiran orang




asing:

a.
b.

mengisi formulir permohonan.

surat keterangan lahir dari
Dokter/Bidan/Surat keterangan
lahir dari Kepala Desa.

foto copy Kutipan Akta Perkawinan /
Buku Nikah orang tua;atau

Surat Keterangan Kawin dari
Perbekel/Lurah bagi orang tua yang
perkawinannya sebelum tanggal 1
Oktober1975.

melampirkan Biodata Penduduk
yang dikeluarkan oleh Instansi
Pelaksana (bagi kelahiran baru).
fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
fotocopy ijazah terakhir bagi yang
sudah memiliki ijazah

apabila salah satu atau kedua
orangtuanya sudah meninggal dunia
harus melampirkan fotocopy Kutipan
Akta Kematian.

Surat Keterangan Kematian apabila
yang meninggal tidak ada dalam data
base/KK.

foto copy Pasport yang telah
dilegalisir oleh Imigrasi.

foto copy visa yang telah dilegalisir
oleh Imigrasi.

pemohon yang diwakili oleh orang
lain dilampiri dengan surat kuasa
ber materai 10.000;

(3). Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang
tidak diketahui asal wusulnya atau
keberadaan orang tuanya:

a.
b.

mengisi formulir permohonan.

surat keterangan lahir dari
Dokter/Bidan/ Surat keterangan
lahir dari Kepala Desa

foto copy KK dan KTP-el bagi yang
menemukan anak tersebut.

berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.
melampirkan Biodata Penduduk
yang  dikeluarkan oleh  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(bagi kelahiran baru).

fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
fotocopy ijazah terakhir bagi yang
sudah memiliki ijazah

pemohon yang diwakili oleh orang
lain dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai Rp.10.000.

(4). Persyaratan Pencatatan kelahiran di luar




wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia:

a. mengisi formulir pencatatan
peristiwa luar negeri.

b. surat keterangan yang di
terbitkan oleh Kedutaan besar
Republik Indonesia ( KBRI)
tentang peristiwa luar negeri.

c. foto copy bukti peristiwa luar negeri
dariNegara setempat dan
menunjukan aslinya serta
diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia.

d. foto copy paspor yang telah di
legalisir dan atau;

e. foto copy KTP- el suami istri.

pemohon yang di wakili orang

lain dilampiri dengan surat

kuasa bermaterai 10.000;

g. Bagi WNA:

1. Foto copy paspor yang telah di
legalisiroleh imigrasi.

2. Foto copy Visa yang telah di
legalisiroleh Imigrasi.

3. SKTT yang dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksana

]

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

f.

g.

h.

petugas menerima berkas dan
melakukan verifikasi kalau lengkap
dilanjutkan kalau kurang lengkap
dikembalikan untuk
diperbaiki/dilengkapi.

petugas operator memvalidasi data,
dilanjutkan dengan menerbitkan draft
kutipan akta kelahiran.

koreksi draf kutipan akta kelahiran oleh
pemohon, kalau benar diparaf kalau
salah diperbaiki oleh operator.

petugas mencatat ke dalam buku
agenda berkas masuk.

Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi

dan membubuhkan paraf pada

draft kutipan akta kelahiran dan

buku register.

operator mencetak kutipan akte kelahiran.
Kepala Dinas menandatangani

Kutipan Akta Kelahiran.

petugas loket menyerahkan kutipan akta
kelahiran kepada pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

1(satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)




Produk Pelayanan

Akta Kelahiran

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Kotak saran
Website:dukcapil.pakpak bharatkab.go.id
Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.i

Mo wpdeE

Form Survei Indeks KepuasanMasyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran
dan masukan dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :

1.Cek ditempat
2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

Waktu Pelayanan

a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00WIB

b.Jum’at : 08.00 - 16.30WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang
Administrasi Kependudukan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

b. PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun

2007 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun2006;

c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan
PencatatanSipil;

d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Sistem

Informasi Administrasi
Kependudukan;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil diDaerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomorl3 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
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Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan Internal

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Register Akta Kelahiran Blangko Kutipan
Aktake lahiran
Komputer : 4 unit

Printer : 4 unit
Jaringan : 1 unit
AC : 1 unit
Genset : 1 unit

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil, KepalaBidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Kepala
Dinas
8 (delapan ) orang meliputi:
PetugasPelayanan;
Petugas Verifikasi dan Validasi;
Operator Komputer;
Bendahara Penerimaan/Pembantu
Bendahara Penerimaan;
1.Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);
2. Adanya Kode EtikPegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Apabila Kutipan Akta Kelahiran sudah jadi
namun belum diambil, akan disimpan
terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
melalui telepon;

1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui  pelaksanaan Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) secararutin
dan berkelanjutan sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

6. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

Komponen

Uraian

Persyaratan

(1) Persyaratan Pencatatan Kematian bagi

Warga Negara Indonesia sebagai berikut:

a. Surat Kematian (visum) dari dokter /
petugas kesehatan, Surat Keterangan
Kematian dari Perbekel/Lurah;

b. foto copyKK;

c. foto copy KTP-el yang meninggal.




d.
e.

akta Kelahiran yang meninggal.
foto copy KTP-el 2 orang saksi.

(2) Pencatatan kematian bagi Warga Negara
Asing sebagai berikut:

a.

Surat Kematian (visum) dari dokter /
petugas kesehatan, Surat Keterangan
Kematian dari Kepala Desa;

foto copy KK dan KTP yang
bersangkutan bagi Orang Asing yang
berstatus tinggal terbatas;

foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang
meninggal;

SKTT yang bersangkutan bagi Orang
Asing dengan status tinggal terbatas;
dokumen imigrasi yang bersangkutan
bagi Orang Asing dengan ijin singgah
atau visa kunjungan.

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

g.

petugas menerima berkas dan
melakukan verivikasi, kalau lengkap di
lanjutkan kalau kurang lengkap di
kembalikan untuk diperbaiki.
petugas operator membuat draf akta
kematian dan merekam dalam data
base kependudukan/ mengimput
data.

koreksi draf akta kematian oleh
pemohon, kalau benar di paraf kalau
salah diperbaiki.

petugas mencatat ke dalam

agenda berkas masuk

pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan paraf pada akta
kematiandan buku register.

kepala Dinas Kependudukan dan
pencatatan sipil kab. PAKPAK BHARAT
menerbitkan dan menandatangani
akta kematian, setelah paraf seperti
yang dimaksud pada huruf.

petugas menyerahkan akta
kematian kepada pemohon;

Jangka Waktu Pelayanan

1(satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Kutipan Akta Kematian

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotak saran

2. Website:dukcapil.pakpak bharatkab.go.id
3. Email:disdukcapil@pakpak
bharatkab.go.id

4. Form Survei Indeks KepuasanMasyarakat
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Mekanisme penanganan pengaduan, saran
dan masukan akan direspon  maksimal
2(dua) hari sejak diterimanya melalui

tahapansebagaiberikut:
1.Cek ditempat

2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan

Waktu Pelayanan

a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00 WIB

b.Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan diinternal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

Dasar hukum

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Peraturan Pemerintah  Nomor 37
Tahun2007 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

¢ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

d Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan Menteri Dalam = Negeri
Nomor 28 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerah;

f Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Komputer :4unit

Printer :4unit
Jaringan :lunit
AC :1unit

Genset :1lunit




Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi,
b. Mampu bersikap  sopan,

komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

ramabh,

4. | Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Kepala
Dinas
S. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang meliputi:
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
Bendahara Penerimaan/Pembantu
Bendahara Penerimaan.
0. Jaminan Pelayanan | 1.Adanya Standar Operasional Prosedur
SOP);
2. (Adariya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7. Jaminan Apabila Kutipan Akta Kematian sudah jadi
Keamanan dan namun belum diambil, akan disimpan
Keselamatan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
Pelayanan melalui telepon,;
8. Evaluasi Kinerja 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana

dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey
Indeks Kepuasan
Masayarakat (IKM) secara rutin dan
berkelan jutan sebagai upaya perbaikan
dan peningkatan pelayanan.

7. PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian

1. | Persyaratan (1) Persyaratan Pencatatan perkawinan
WNI:
a. mengisi formulir permohonan.
b. Surat Keterangan belum pernah

Kawin dari Kepala Desa.

c. bagi mempelai yang berasal dari luar
Kabupaten Pakpak Bharat
melampirkan Surat Keterangan
belum pernah Kawin dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Daerah asal.

d. foto copy Akta Kematian Dbagi
mempelai yang berstatus Cerai Mati.

e. melampirkan Akta Perceraian asli
bagi mempelai yang berstatus Cerai




2

(3

~

~

Hidup.

bagi yang Poligami melampirkan
Penetapan Pengadilan yang asli
fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
kedua mempelai.

pas photo berwarna berpasangan
ukuran 6x4 cm sebanyak 4 lembar
berpakaian bebas rapi baju berkerah.
melampirkan fotocopy KTP-el kedua
mempelai dan 2 (dua) orang saksi.
foto copy KK keduamempelai;

kedua mempelai menandatangani
Buku Akta dihadapan Pejabat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
izin kedua orang tua bagi mempelai
yang belum berusia 21 tahun.

. izin Pengadilan bagi mempelai laki-

laki yang belum berusia 19 tahun
dan mempelai wanita yang belum
berusia 16 tahun.

izin Komandan asli bagi anggota TNI
dan POLRI.

surat Peralihan Agama bagi yang
beralih agama.

bagi perkawinan beda Agama
harus melampirkan Penetapan
Pengadilan Negeri.

melampirkan fotocopy Iljazah bagi
yang memiliki [jazah.

pemohon yang diwakili oleh orang
lain dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai 10.000.

Persyaratan Pencatatan Perkawinan
Orang Asing:

a.

b.

d.

fotocopy Paspor yang telah dilegalisir
oleh Imigrasi.

fotocopy visa yang telah dilegalisir
oleh Imigrasi.

izin Konsulat asli dan yang sudah
diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh Lembaga penerjemah
resmi.

SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi
pelaksana.

Persyaratan Pencatatan perkawinan di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia:

a.

b.

mengisi formulir pencatatan peristiwa
luar negeri.
surat keterangan yang di terbitkan




oleh Kedutaan besar Republik
Indonesia ( KBRI ) tentang peristiwa

luarnegeri.

c. foto copy bukti peristiwa luar negeri
dari Negara setempat dan
menunjukan aslinya serta
diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia.

d. foto copy paspor yang telah di
legalisir dan atau;

e. foto copy KTP- el suami istri.

f. pemohon yang di wakili orang lain
dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai 10.000;

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. petugas menerima berkas dan
melakukan verifikasi kalau lengkap
dilanjutkan kalau kurang
dikembalikan untuk
diperbaiki/dilengkapi;

b. petugas operator memvalidasi data,
dilanjutkan dengan menerbitkan
draft perkawinan WNI dan WNA.

c. koreksi draf perkawinan WNI dan
WNA oleh pemohon, kalau benar
diparaf kalau salah diperbaiki oleh
operator.

d. penandatanganan buku register.

e. petugas mencatat ke dalam buku
agenda berkas masuk.

f. Kepala Bidang mengoreksi dan
membubuhkan paraf pada draft
perkawinan WNI dan WNA dan
buku register.

g. operator mencetak kutipan akte
perkawinan WNI dan WNA.

h. Kepala  Dinas menandatangani
kutipan akte perkawinan WNI dan
WNA.

i. petugas loket menyerahkan kutipan
akte perkawinan WNI dan WNA

Jangka Waktu
Pelayanan

1 (satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Kutipan Akta Perkawinan

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotak saran

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
3. Email: disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
4. Form Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan,
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saran dan masukan akan direspon
maksimal 2(dua) hari sejak diterimanya
melalui tahapan sebagaiberikut:

1.

Cek ditempat;

2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal,
4. Tindak lanjut dan solusi
permasalahan.
7. | Waktu Pelayanan a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00WIB.
b.Jum’at : 08.00 - 16.30WIB
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar

nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
18/PUU- XI/2013 tentang pembatalan
ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April
2013;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 88 tahun
2004 tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan PencatatanSipil;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei
2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-X1/2013 tanggal 30 April 2013




tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal
32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana Prasarana Komputer : 4unit
dan/atau Fasilitas Printer : 4 unit
Jaringan : 1 unit
AC : lunit
3. | Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer dan
Pelaksana teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktupelayanan,;
4. | Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Kepala
Dinas
S. Jumlah Pelaksana 8(delapan) orang di Dinas:
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
6. Jaminan Pelayanan | 1.Adanya Standar Operasional
Prosedur(SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7. Jaminan Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi
Keamanan namun belum diambil, akan disimpan
dan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
Keselamatan melalui telepon;
Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui  pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masayarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai  upaya

perbaikan dan peningkatanpelayanan.

8. PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN

PEMBATALAN PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

Persyaratan pencatatan pembatalan

perkawinan:

a. keputusan Pengadilan Negeri yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. Kutipan Akta Perkawinan suami danisteri,




foto copy KK;

. foto copy KTP-el suami dan isteri;

e. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang
bersangkutan;

f. bagi WNI keturunan yang sudah ganti
nama membawa Surat Bukti Ganti Nama;

g. bagi Orang Asing membawa dokumen

imigrasi dan STLD ;

oo

Sistem, Mekanisme a. petugas menerima berkas dan

dan Prosedur melakukan verifikasi kalau lengkap
dilanjutkan kalau kurang lengkap
dikembalikan

b. petugas operator memvalidasi data,
dilanjutkan dengan menerbitkan
draft surat keterangan pembatalan
perkawinan.

c  koreksi draf surat keterangan
pembatalan perkawinan oleh Kepala
Seksi dan Kabid, kalau benar diparaf
kalau salah diperbaiki oleh operator.

d. operator mencetak
suratketerangan pembatalan
perkawinan.

e. Kepala Dinas menandatangani
surat keterangan pembatalan
perkawinan.

f. petugas loket menyerahkan surat
keterangan pembatalan perkawinan.

Jangka Waktu 1 (satu)Jam

Pelayanan

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
Penanganan, 1. Kotak saran

Pengaduan, Saran 2. Website:dukcapil.pakpak bharatkab.go.id
dan Masukan 3. Email:disdukcapil@pakpak

bharatkab.go.id

4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanismepenanganan pengaduan,
saran dan masukan akan direspon
maksimal 2(dua) hari sejak diterimanya
melalui tahapan sebagai berikut:

.Cek ditempat;
. Koordinasi internal;

. Koordinasi eksternal;
. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan Senin-Kamis : 08.00 - 16.00 WIB.
Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar

nasional libur

O TN WN+
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Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No. | Komponen Uraian
1. | Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. | Sarana Prasarana Komputer :1unit
dan/atau Fasilitas Printer :1lunit
Jaringan :lunit
AC :1unit
Genset :1lunit
3. | Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer dan
Pelaksana teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramabh,
komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4. | Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Kepala
Dinas
S. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil meliputi :
- Petugas Pelayanan;
- Petugas Verifikasi;
- Operator Komputer;
6. | Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadapPemohon.




7. | Jaminan

Apabila  Surat Keterangan Pembatalan

Keamanan Perkawinan sudah jadi namun belum
dan diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan
Keselamatan Pemohon dihubungi melalui telepon;
Pelayanan

8. | Evaluasi Kinerja 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana

dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai upaya
perbaikan danpeningkatan pelayanan.

9. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen

Uraian

1. Persyaratan

(1) Persyaratan Pencatatan Perceraian bagi

WNI sebagai berikut:

a. mengisi formulir permohonan.

b. foto copy salinan Keputusan
Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang telah
dilegalisir dan menunjukkan aslinya.
kutipan Akta Perkawinan asli
fotocopy KTP-el pemohon.
asli dan foto copy Kartu Keluarga.
pemohon yang diwakili oleh orang lain
dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai 10.000.

(2).Persyaratan Pencatatan Perceraian Bagi

Warga Negara Asing sebagai berikut :

a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir

oleh Imigrasi.

b. Fotocopy Visa yang telah

dilegalisir oleh Imigrasi.

c¢ SKTT yang dikeluarkanoleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

O a0

2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. Pemohon menyampaikan berkas
permohonan ke petugas loket;

b. petugas menerima berkas dan
melakukan verivikasi dan validasi data,
kalau lengkap di lanjutkan kalau
kurang lengkap dikembalikan untuk
diperbaiki.

d. petugas operator membuat draf
kutipan Akta Perceraian dan merekam
dalam data base kependudukan /
menginput data.

e. koreksi draf kutipan Akta Perceraian




oleh pemohon, kalau benar di paraf
kalau salah di perbaiki.

f. penandatanganan buku register
petugas mencatat ke dalam agenda
berkas masuk

h. pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan paraf pada kutipan
Akta Perceraian dan buku register.

i. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Pakpak Bharat
menerbitkan dan menandatanggi Akta
Perceraian, setelah paraf seperti yang
dimaksud pada huruf h.

j- petugas menyerahkan kutipan Akta
Perceraian kepada pemohon;

3. | Jangka Waktu Pelayanan| 1 (satu)Jam
4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
5. | Produk Pelayanan Kutipan Akta Perceraian
6. | Penanganan, 1. Kotak saran
Pengaduan, Saran 2. Website:dukcapil.pakpak bharatkab.go.id
dan Masukan 3. Email: disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
4. Form Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Mekanisme penanganan
pengaduan, saran dan masukan
akan direspon maksimal 2(dua) hari
sejak diterimanya melalui tahapan
sebagai berikut:
1. Cekdi tempat;
2. Koordinasi internal,
3. Koordinasi eksternal,
4. Tindak lanjut dan solusi
permasalahan.
7. | Waktu Pelayanan a. Senin—Kamis : 08.00 - 16.00 WIB.
b.Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Komputer
Printer
Jaringan
AC
Genset

:1unit
:1unit
:1unit
:1unit
:lunit

Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan

b.

teknologi informasi;

Mampu bersikap sopan, ramah,

komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

Pengawasan Internal

Berjenjang dari

Kepala Seksi Pelayanan

Pencatatan Sipil , Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas

Jumlah Pelaksana

S (tiga) orang di Dinas meliputi:

Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
Petugas Adm

Jaminan Pelayanan

1.Adanya Standar
(SOP);

Operasional Prosedur

2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Apabila Kutipan Akta Perceraian sudah jadi
Keamanan dan namun belum diambil, akan disimpan
Keselamatan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
Pelayanan melalui telepon,;
Evaluasi Kinerja 1. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui  pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.




10. PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN

PEMBATALAN PERCERAIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

Persyaratan Pencatatan Pembatalan

Perceraian:

a. menyerahkan Salinan Putusan

Pengadilan Negeri setempat;

b. menyerahkan Kutipan AktaPerceraian;

c. foto copy KTP-el yang bersangkutan;

d. foto copy KK yang bersangkutan;

e. bagi Warga Negara Asing membawa
dokumen Imigrasi (Paspor)
menyerahkan Foto copy SKTT Bagi
Orang Asing Tinggal Terbatas;

g. menyerahkan Foto copy KTP danKK.

=

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. pemohon menyerahkan berkas
permohonan

b. Petugas menerima berkas dan
melakukan verivikasi dan validasi data,
kalau lengkap di lanjutkan kalau
kurang lengkap di kembalikan untuk
diperbaiki.

c. petugas operator membuat draf surat
keterangan pembatalan perceraian.

d. koreksi draf surat keterangan
pembatalan perceraian oleh pemohon,
kalau benar di paraf kalau salah
diperbaiki.

e. petugas mencatat ke dalam agenda
berkas masuk

f. pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan paraf pada surat
keterangan pembatalan perceraian.

g. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Pakpak Bharat
menerbitkan dan menandatanggi surat
keterangan pembatalan perceraian,
setelah paraf seperti yang dimaksud
pada huruf g.

h. petugas menyerahkan surat
keterangan pembatalan perceraian
kepada pemohon;

Jangka Waktu
Pelayanan

1(satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian




Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotaksaran

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id

3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id

4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme penanganan pengaduan,
saran dan masukan akan direspon
maksimal 2(dua) hari sejak diterimanya
melalui tahapan sebagai berikut:
1. Cek ditempat;
2.Koordinasi internal;

3.Koordinasi eksternal,
4.Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan

a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00 WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukan yang
telah diubahdengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor
23Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahunl974
tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

d.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Komputer :lunit
Printer :1unit
Jaringan :1unit
AC :1unit

Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;
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b. Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

4. | Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelyananan
Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas
5. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang di Dinas :
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
6. |Jaminan Pelayanan 1.ASdOaPr)1)ya Standar Operasional Prosedur
2. Eﬂxdangfa Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7. | Jaminan Keamanan épabila. Suratd hKet@rgpgan Pembla;talllan
erceraian suda adi namun elum
g:lr; Keselamatan diambil, akan disirr}pajn terlebih dahulu dan
yanan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8. | Evaluasi Kinerja 1.Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;
2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai  upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
11. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Persyaratan pencatatan pengangkatan

anak sebagai berikut :

mengisi formulir permohonan

kutipan akta kelahiran asli

kutipan akta perkawinan

penetapan PN tentang pengangkatan
anak

Foto copy KTP-el pemohon

Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi
KK pemohon

pemohon yang mewakilkan
melampirkan surat kuasa bermaterai
6000;

i. Bagi WNA agar melengkapi:

v Surat keterangan pengangkatan
anak sesuai ketentuan yang berlaku
dari Pengadilan Negeri

v kutipan akta kelahiran anak WNA

v fotocopy  Pasport yang  telah
dilegalisir oleh Imigrasi.

poop

5 0e ™o




v fotocopy visa yang telah dilegalisir
oleh Imigrasi.

v izin Konsulat asli dan yang sudah
diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh Lembaga penerjemah
resmi.

v SKTT yang  dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksana;

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. pemohon menyerahkan berkas
permohonan

b. petugas menerim berkas dan
melakukan verivikasi dan validasi
data, kalau lengkap di lanjutkan kalau
kurang lengkap di kembalikan untuk
diperbaiki.

c. petugas operator membuat draf
catatan pinggir pengangkatan anak
dan merekam dalam data base
kependudukan / mengimput data.

d. koreksi draf catatan pinggir
pengangkatan anak oleh pemohon,
kalau benar di paraf kalau salah
diperbaiki.

e. petugas mencatat ke dalam agenda
berkas masuk

f. pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan paraf pada catatan
pinggir pengangkatan anak.

g. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak
Bharat menerbitkan dan
menandatanggi catatan pinggir
pengangkatan anak, setelah paraf
seperti yang dimaksud pada huruf g.

h. petugas menyerahkan catatan pinggir
pengangkatan anak kepada pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

1(satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Catatan Pinggir pada Kutipan Akta
Kelahiran

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotak saran

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id

3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id

4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme penanganan pengaduan,saran
dan masukan akan direspon maksimal 2
(dua) hari sejak diterimanya melalui
tahapan sebagaiberikut:
1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal,
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3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan

a. Senin—Kamis : 08.00 - 16.00 WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahunl974
tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

d.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Komputer :lunit
Printer :1unit
Jaringan :1unit
AC :lunit

Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;

b. Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

Pengawasan Internal

Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil , Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang di Dinas :
Petugas Pelayanan,;




Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;

Jaminan Pelayanan

1.Adanya Standar Operasional
Prosedur(SOP);

2. Adanya Kode EtikPegawai;

3. Tidak ada diskriminasi terhadapPemohon.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Apabila Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian sudah jadi

namun belum diambil, akan disimpan
terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
melalui telepon,;

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1.Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan  berkelanjutan  sebagai  upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

12.

PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN

ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

Komponen

Uraian

Persyaratan

Persyaratan pelaporan pencatatan

pengakuan anak sebagai berikut:

a.  mengisi formulir permohonan

b. Surat Keterangan Perkawinan yang
sah menurut hokum agama.

¢ Surat Pernyataan Pengakuan Anak

(F-2.39) dari ayah biologis yang

disetujui oleh ibu kandung

bermaterai 10.000.

kutipan akta kelahiran asli.

e. fotocopy KK dan KTP-el ayah biologis

dan ibu kandung.

fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

pemohon yang diwakili oleh orang

lain dilampiri dengan surat kuasa

bermaterai 10.000;

h.  bagi WNA agar melengkapi:

fotocopy Pasport yang telah dilegalisir

oleh Imigrasi.

j- fotocopy Visa yang telah dilegalisir
oleh Imigrasi.

k. SKTT yang dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksana ;

o

@ &

e

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. pemohon menyerahkan berkas
permohonan

b. petugas menerim berkas dan
melakukan verivikasi dan validasi
data, kalau lengkap di lanjutkan kalau




kurang lengkap di kembalikan untuk
diperbaiki.

c. petugas operator membuat draf
catatan pinggir pengangkatan anak
dan merekam dalam data base
kependudukan / mengimput data.

d. koreksi draf catatan pinggir
pengangkatan anak oleh pemohon,
kalau benar di paraf kalau salah
diperbaiki.

e. petugas mencatat ke dalam agenda
berkas masuk

g. pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan paraf pada catatan
pinggir pengangkatan anak.

f. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten PAKPAK
BHARAT menerbitkan dan
menandatanggi Kutipan Akta
Pengakuan Anak.

h. petugas menyerahkan catatan pinggir
pengangkatan anak kepada pemohon

3. | Jangka Waktu
Pelayanan

1(satu)Jam

4. | Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

5. | Produk Pelayanan

Kutipan Akta Pengakuan Anak

6 | Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Kotak saran

2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.i
d.

3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
4. Form Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Mekanisme penanganan
pengaduan, saran dan masukan
akan direspon maksimal 2(dua) hari
sejak diterimanya melalui tahapan sebagai
berikut:

1. Cek ditempat;

2.Koordinasi internal;
3.Koordinasi eksternal;
Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

7. | Waktu Pelayanan

a. Senin—-Kamis : 08.00 - 15.30 WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 13.00 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No. Komponen

Uraian
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Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan,;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahunl1974

tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

d.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
Sarana Komputer :lunit
Prasarana Printer :1unit
dan/atau Jaringan :1unit
Fasilitas AC :lunit
Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer dan
Pelaksana teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramabh,
komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan|

Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang di Dinas :
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;

Jaminan Pelayanan

1.Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP);
2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Apabila  Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian sudah jadi namun belum diambil,
akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon
dihubungi melalui telepon;

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1.Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks




Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan  berkelanjutan sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

13. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN

ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

Persyaratan Pencatatan pengesahan anak :
a. mengisi formulir permohonan.
b. akta perkawinan asli/Buku Nikah dan
foto copynya.

kutipan akta kelahiran asli.

a o

. fotocopy KK dan KTP-el orang tua.

®

fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

lw)

pemohon yang diwakili oleh orang lain
dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai 10.000;

g. bagi WNA agar melengkapi:

v fotocopy Pasport yang telah
dilegalisir oleh Imigrasi.

v fotocopy Vissa yang telah
dilegalisir oleh Imigrasi.

v SKTT yang dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksanan ;

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. pemohon menyerahkan
berkaspermohonan

b. petugas menerim berkas dan
melakukan verivikasi dan validasi
data, kalau lengkap di lanjutkan kalau
kurang lengkap di kembalikan untuk
diperbaiki.

c. petugas operator membuat draf
catatan pinggir pengangkatan anak
dan merekam dalam data base
kependudukan / mengimput data.

d. koreksi draf catatan pinggir
pengangkatan anak oleh pemohon,
kalau benar di paraf kalau salah
diperbaiki.

e. petugas mencatat ke dalam agenda
berkas masuk

f. pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan paraf pada catatan




pinggir pengangkatan anak.

g. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten PAKPAK
BHARAT menerbitkan dan
menandatanggi Kutipan Akta
Pengesahan Anak .

h. petugas menyerahkan catatan pinggir
pengangkatan anak kepada pemohon

3. | Jangka Waktu Pelayanan| 1(satu)Jam
4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
5. | Produk Pelayanan Kutipan Akta Pengesahan Anak
6 | Penanganan, 1. Kotak saran
Pengaduan, Saran 2. Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
dan Masukan 3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme  penanganan pengaduan,
saran dan masukan akan direspon
maksimal 2(dua) hari sejak diterimanya
melalui tahapan sebagai berikut:
1. Cek ditempat;
2. Koordinasiinternal,
3. Koordinasieksternal;
Tindak lanjut dan solusi permasalahan.
7. | Waktu Pelayanan a. Senin—Kamis : 08.00 - 15.30 WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 13.00 WIB
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahunl974
tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

d.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
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Sipil;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Pelaksana

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. | Sarana Komputer :lunit
Prasarana Printer :1unit
dan/atau Jaringan :1unit
Fasilitas AC :1lunit
3. | Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer dan
Pelaksana teknologi informasi;
b. Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;
4. | Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas
5. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang di Dinas :
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
6. |Jaminan Pelayanan | 1.Adanya Standar Operasional Prosedur
SOP);
2. Eﬁdan).ya Kode EtikPegawai;
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.
7. | Jaminan Keamanan | Apabila Suratd hKetgrgpgan Pemb]a;talllan
Perceraian suda adi namun elum
daln Keselamatan | giambil, akan disimpajn terlebih dahulu dan
Pelayanan Pemohon dihubungi melalui telepon;
8. | Evaluasi Kinerja

1.Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai  upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

14. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery).

No.

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

Persyaratan Pencatatan perubahan nama

sebagai berikut :

a. penetapan dari Pengadilan Negeri;

b. kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan
Akta Catatan Sipil lainnya;




C.

KK dan KTP yang bersangkutan;

d. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing

€.

tinggal tetap;

membawa STLD dan Surat Keterangan
dari perwakilan Negara yang
bersangkutan bagi Orang Asing tinggal
terbatas.

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. pemohon menyerahkan berkas
permohonan
b. petugas menerim berkas dan

melakukan verivikasi dan validasi
data, kalau lengkap di lanjutkan kalau
kurang lengkap di kembalikan untuk
diperbaiki.

c. petugas operator membuat draf
catatan  pinggir perubahan dan
merekam dalam data base
kependudukan / mengimput data.

d. koreksi draf catatan pinggir perubahan
oleh pemohon, kalau benar di paraf
kalau salah di perbaiki.

e. petugas mencatat ke dalam agenda
berkas masuk

g. pejabat pelaksana dari kasi, kabid
membubuhkan  paraf pada draf
catatan pinggir perubahan

f. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten PAKPAK
BHARAT menerbitkan catatan pinggir
perubahan nama.

h. petugas menyerahkan catatan pinggir
perubahan nama kepada pemohon

Jangka Waktu 1(satu)Jam
Pelayanan
Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Catatan Pinggir Perubahan Nama

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

el A

Kotak saran
Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
Email:disdukcapil@pakpak bharatkab.go.id
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme  penanganan pengaduan,
saran dan masukan akan direspon
maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya
melalui tahapan sebagaiberikut:

1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal,

3. Koordinasi eksternal,

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.
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Waktu Pelayanan

a. Senin—Kamis : 08.00 - 16.00 WIB .

b.Jum’at :08.00 - 16.30 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahunl974

tentang Perkawinan;

.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak

. Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Komputer:1lunit
Printer :lunit
Jaringan :lunit
AC :lunit

Kompetensi
Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;

b. Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif;
c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

Pengawasan Internal

Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil , Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang di Dinas :
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;




Operator Komputer;

Jaminan Pelayanan | 1.Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);

2. Adanya Kode Etik Pegawai;

3. Tidak ada diskriminasi terhadap
Pemohon.

Jaminan Keamanan | Apabila Surat Keterangan Pembatalan
dan Keselamatan Perceraian sudah jadi
namun belum diambil, akan disimpan

Pelayanan
terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
melalui telepon,;
Evaluasi Kinerja 1.Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana dan insidental terkait pelaksanaan

program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

. PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

Komponen Uraian
Persyaratan Persyaratan Pembetulan Akta Pencatatan
Sipil karena kesalahan redaksional sebagai
berikut :
a. dokumen autentik yang menjadi
persyaratan penerbitan Akta
CatatanSipil

b. surat pernyataan yang bersangkutan
tentang perubahan kesalahan
redaksional

c. foto copy KTP-el pemohon
foto copy KK

e. pemohon yang diwakili oleh orang
lain dilampiri dengan surat kuasa
bermaterai 10.000




Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan
formulir pembetulan Akta Catatan
Sipil dengan melampirkan dokumen
autentik yang menjadi persyaratan
penerbitan akta pencatatan sipil

b. Pejabat Pencatatan sipil membuat
akta pencatatan sipil baru untuk
menggantikan akta pencatatan sipil
dimana terdapat kesalahan redaksinal
dan menarik serta mencabut akta
pencatatan sipil lama pemohon.

c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat
catatan pinggir pada register yang
dicabut akta pencatatan sipil nya

Jangka Waktu
Pelayanan

1(satu)Jam

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Catatan Pinggir Pada Register Akta
Pencatatan Sipil yang dicabut.

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

PR

Kotak saran
Website:dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
Email:disdukcapil@pakpak bharatkab.go.id
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme  penanganan pengaduan,
saran dan masukan akan direspon
maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya

melalui tahapan sebagaiberikut:
1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal,
3. Koordinasi eksternal;
4 .Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan

a.

Senin—Kamis : 08.00 - 16.00 WIB.

b.Jum’at :08.00 - 16.30 WIB

b.

Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahunl974
tentang Perkawinan,;

c.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten PAKPAK
BHARAT Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana Komputer :lunit

Prasarana Printer :1unit

dan/atau Jaringan :1unit

Fasilitas AC :1unit

Kompetensi Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;

b. Mampu bersikap sopan, ramabh,
komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

Pengawasan Internal

Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan
Pencatatan Sipil , Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang di Dinas :
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;

Jaminan Pelayanan

1.Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);

2. Adanya Kode Etik Pegawai;

3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Apabila Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian sudah jadi namun belum diambil,
akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon
dihubungi melalui telepon;

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1.Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatandanpelayanan;

2. Melalui pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.




16. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGA NEGARAAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotocopy Keputusan Presiden/Keputusan
Menteri Hukum dan HAM tentang
Perubahan StatusKewarganegaraan;

b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;

c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan bagi
yang sudah kawin/menikah;

d. Fotocopy KK;

e. Fotocopy KTP-el;

f. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu
Izin Tinggal Terbatas;

g. Fotocopy Paspor.

2. | Sistem, Mekanisme 1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan
dan Prosedur Perubahan Status Kewarganegaraan
kemudian menyerahkan Formulir tersebut
dengan melampirkan berkas persyaratan
yang lengkap dan benar kepada Petugas
Pelayanan,;

2. Petugas pelayanan memproses pencatatan
perubahan Status Kewarganegaraan dalam
buku pendaftaran dan membuat Catatan
Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
dan Kutipan Akta PencatatanSipil;

3. Pemohon menerima Kutipan  Akta
Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan
Pinggir tentang Perubahan Status
Kewarganegaraan serta menandatangani
bukti penerimaan produk.

3. | Jangka Waktu 1(satu)Jam
Pelayanan
4. | Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
S. | Produk Pelayanan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta

Pencatatan Sipil apabila yang bersangkutan

pernah mencatatkan peristiwa penting di

Instansi Pelaksana

6. 1. Kotak saran

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

2. Website:
dukcapil.pakpakbharatkab.go.id

3. Email:disdukcapil@pakpak bharatkab.go.id
4. Form Survei Indeks Kepuasa

Masyarakat
Mekanisme penanganan pengaduan,
saran dan masukanakan direspon

maksimal 2(dua) hari sejak diterimanya
melalui tahapan sebagai berikut:
1. Cek ditempat;
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2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal,

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan

a. Senin-Kamis :08.00 - 16.00WITA.
b.Jum’at : 08.00 - 16.30WITA
b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar

nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006tentang

Administrasi Kependudukan yang
telah diubahdengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten PAKPAK
BHARAT Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Sarana Prasarana
dan/atau Fasilitas

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Komputer :lunit

Printer :1unit

Jaringan  :lunit

AC :1unit

Genset :1unit




Kompetensi
Pelaksana

. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi;
.Mampu bersikap sopan, ramabh,
komunikatif dan informatif;
Disiplin dan tepat waktu pelayanan.

4. | Pengawasan Internal | Berjenjang dari Kepala Seksi Pelayanan

Pencatatan Sipil , Kepala Bidang Pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Kepala

Dinas

5. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang meliputi:
Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;
Operator Komputer;
6. | Jaminan Pelayanan l.z(AdeOaPr)l)ya Standar Operasional Prosedur

2. Adanya Kode Etik Pegawai;

3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7. | Jaminan Apabila Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang
Keamanan dan telah diberi Catatan Pinggir tentang
Keselamatan Perubahan Status Kewarganegaraan sudah
Pelayanan jadi namun belum diambil, akan disimpan

terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi
melalui telepon;

8. | Evaluasi Kinerja 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan
Pelaksana dan insidental terkait pelaksanaan

program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui  pelaksanaan survey Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
dan  berkelanjutan sebagai  upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

17. LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1 | Persyaratan a. Menunjukan ASLI dokumen
: kependudukan yang akan dilegalisasi;
b. Fotocopy dokumen kependudukan yang
akan dilegalisasi.
2 | Sistem, Mekanisme 1. Pemohon menyerahkan berkas
* | dan Prosedur persyaratan yang lengkap dan benar;

2. Petugas pelayanan memproses legalisasi
dokumen kependudukan;

3. Pemohon menerima dokumen yangtelah
dilegalisasi dan menandatangani tanda
penerimaan produk.

3. | Jangka Waktu 1 (satu) Jam
Pelayanan
Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)




Produk Pelayanan

Legalisasi Dokumen Kependudukan

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan

e

Kotaksaran
Website: dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
Form Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Mekanisme penanganan
pengaduan, saran dan masukan akan
direspon maksimal 2 (dua) hari sejak
diterimanya melalui tahapan sebagai
berikut :

1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal,

3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan

a.

Senin—-Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

b.Jum’at : 08.00 - 16.30 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasionallibur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

o

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang AdministrasiKependudukan;

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
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Kependudukan.

Sarana Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Alat Tulis Kantor

Kompetensi Pelaksanal

a. Terampilmengoperasikan komputer

b.

C.

dan teknologi informasi

Mampu bersikap sopan, ramah,
komunikatif dan informatif
Disiplin dan tepat waktupelayanan

Pengawasan Internal

Berjenjang dari KepalaSeksi Pelayanan
Pencatatan Sipil atau Pelayanan Pendaftaran
Penduduk(sesuai dokumen kependudukan yang di
legalisir) , Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

2 (dua) orang meliputi:

Petugas Pelayanan;
Petugas Verifikasi;

Jaminan Pelayanan

1.

Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);

2. Adanya Kode Etik Pegawai;
3.

Tidak ada diskriminasi terhadap
Pemohon.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Apabila legalisasi dokumen kependudukan
sudah jadi namun belum diambil, akan
disimpan terlebih dahulu dan pemohon
dihubungi melalui telepon;

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1.

Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan
dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;

Melalui pelaksanaan survey Indeks
Kepuasan Masayarakat (IKM) secara rutin
dan  berkelanjutan sebagai  upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.

18.

PERMINTAAN DATA PENDUDUK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Kepada Bupati

dengan menyertakan maksud dan tujuan
pengguna Data Pribadi Penduduk;

Surat permohonan Kepada Kepala Dinas
dengan menyertakan maksud dan tujuan

pengguna Data Agregat Penduduk;
Kartu Identitas

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dengan membawa
surat permohonan dan mengisi buku
permintaan Data;

Petugas melakukan konfirmasi kepada




pengguna tentang maksud dan tujuan
permintaan data;

3. Petugas melakukan proses Pengolahan
Data sesuai permintaan pengguna;

4. Pengguna menerima Data yang
dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga)hari.

Jangka Waktu Pelayanan

3 (tiga) hari

Biaya/Tarif

Tidak dikenakan biaya (gratis)

A I B

Produk Pelayanan

Data Penduduk

Penanganan,
Pengaduan Saran dan
Masukan

1. Kotak saran

2. Website: dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
3. Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
4. Form Survei Indeks KepuasanMayarakat

Mekanisme penanganan pengaduan, saran
dan masukan akan direspon maksimal 2
(dua) hari sejakditerimanya melalui tahapan
sebagai berikut:

1. Cek ditempat

2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal

4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan

Waktu Pelayanan

a. Senin—-Kamis :08.00 - 16.00 WIB.
b.Jum’at :08.00 - 16.30 WIB

b. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
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d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2010 tentang Formulir dan

Buku yang digunakan  dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
Sarana, Prasarana 1. ATK _
dan/atau Fasilitas 2. Komputer : Tunit
3. JaringanInternet
4. Printer : lunit
5. Server : lunit

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai pengelolaan Data base
Kependudukan;
b. Disiplin dan taat waktu pelayanan;

c. Bersikap sopan, ramah pelayanan;

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian
Data,Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan serta Kepala
Dinas

Jumlah Pelaksana

1. Administrator Data Base
2. Staf Seksi Pengolahan dan Penyajian
Data

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);

. Adanya Kode EtikPegawai;

Tidak ada diskriminasi terhadapPemohon.

w N

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

a. Adanya jaminan data rahasia pribadi
penduduk;

b. Jika Data Penduduksudah jadi namun
belum diambil, akan disimpan terlebih
dahulu dan Pemohon/Pengguna
dihubungi melalui telepon;

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Rapat koordinasi internal rutin setiap
bulan dan insidental terkait pelaksanaan
program kegiatan dan pelayanan;




2. Melalui Pelaksanaan Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat secara rutin dan
berkelanjutan;

19. KUANTAR AKTA KEMATIAN KAMU (KUTAMU)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (Service Delivery)

N Komponen
o

Uraian

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari Rumah
Sakit/Puskesmas,Perangkat Desa;

2. Kartu Keluarga Asli yang bersangkutan;

3. KTP el yang bersangkutan;

4. KTP el Suami / Istri  yang
bersangkutan;

5. Foto copy KTP el saksi;

6. Formulir penerbitan Akta Kematian

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

. Pemohon dari pihak keluarga datang ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan membawa surat kematian
dari desa atau Rumah Sakit Umum;

. Pemohon dari pihak keluarga datang ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, melapor ke petugas Pelaksana
Inovasi, atau perangkat desa dengan
memberikan informasi lewat whatsapp
syarat-syarat penerbitan akta kematian.

. Petugas Pelaksana Inovasi melakukan

verfikasi persyaratan penerbitan akta
kematian;

. Jika syarat lengkap dan terpenuhi, akan

diproses, ditandatangani secara TTE oleh
Kepala Dinas dan dicetak oleh pertugas
pelasana Inovasi;

. Dokumen yang telah selesai diproses

diantarkan kerumah duka oleh petugs
pelasana Inovasi.

3. Jangka Waktu

2 (dua) jam kerja

Pelayanan
4, Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian
Penanganan, Kotaksaran
6. Pengaduan, Saran Website: dukcapil.pakpakbharatkab.go.id

dan Masukan

PN

Email:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Mekanisme penanganan pengaduan,
saran dan masukan akan direspon
maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya



mailto:disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id

melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal;

3. Koordinasi eksternal,

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

Waktu Pelayanan

b. Senin-Kamis :08.00 - 16.00WIB.

b.Jum’at : 08.00 - 16.30WIB

c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar
nasional libur

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

N
o

Komponen

Uraian

1

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil,;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak

Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

. ATK

. Komputer : lunit
. JaringanInternet

. Printer : lunit

. Server : lunit

Kompetensi

Qi hAwWN PR

Menguasai pengelolaan Data base




Pelaksana Kependudukan;
b. Disiplin dan taat waktu pelayanan;

c. Bersikap sopan, ramah pelayanan,
berdediikasi untuk melayani
masyarakat serta berintegritas tinggi

Pengawasan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi
Internal Kependudukan serta Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana . Petugas register;

1
2. Operator SIAK

Jaminan Pelayanan | 1. Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP);

2. Adanya Kode Etik Pegawai;

3. Tidak ada diskriminasi terhadap

Pemohon.
Jaminan a. Adanya jaminan data rahasia pribadi
Keamanan dan penduduk;

b. Jika Kutipan Akta Kematian sudah

Keselamatan . .

selesai, langsung diantar oleh petugas
Pelayanan

kerumah duka.
Evaluasi Kinerja 1. Rapat koordinasi internal rutin setiap
Pelaksana bulan dan insidental terkait pelaksanaan

program kegiatan dan pelayanan;

2. Melalui Pelaksanaan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat secara rutin dan
berkelanjutan.

Kepala Dinas Kependudukan







DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Tanggal Pembuatan |:

25 .‘:
2 'A";-: \

US54

KI690727

Nama SOP

: Mekanisme Penerbitan KK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

L|PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan khususnya KK; cermat, teliti.

N

Pembentukan Perankat Daerah

Perda Kab. Pakpak Bhharat No.13/2016 tentang

w

Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

~-

|Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Camat dan Kepala Desa se-Kab. Pakpak Bharat

Buku Registrasi, alat tulis, sarana kearsipan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
KK
Pelaksana Mutu Baku
. Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan
NO Aktivitas Kepala Dinas Administrasi Pendaftaran | Staf Operator | Staf Registrasi Ilzersyaratan/ Waktu Output Keterangan
elengkapan
Penduduk Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Menerima dan melakukan Buku Registrasi, 1 hari kerja KK
verifikasi antara cetakan KK kearsipan

beserta Berita Acara dari
Kecamatan

(G

Paraf

— I

3 |Penandatanganan Kartu
Keluarga

4 |Penyerahan kepada Pemohon

f]




DINAS

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK

BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

X po

\

Nama SOP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. |PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan khususnya KTP; cermat, teliti.

2.|Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

3.|Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

4. |Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Camat dan Kepala Desa se-Kab. Pakpak Bharat

Buku Registrasi, alat tulis, sarana kearsipan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
KTP
Pelaksana Mutu Baku
- Kabid. Pelayanan Kasi Pelayanan
NO Aktivitas Administrasi Pendaftaran Staf Operator |Staf Registrasi E:Zﬁ:gg:é Waktu Output Keterangan
Penduduk Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menerima dan melakukan Buku Registrasi, 1 hari kerja KTP
verifikasi antara cetakan KTP Seperangkat
beserta Berita Acara dari < ’ Komputer,
Kecamatan Printer, Program
dan Jaringan
) Verifikasi data KTP-el P _ Komunikasi Data,
< - kearsipan
3 |Pencetakan KTP-el \Ij
j —
4 |Penyerahan kepada Pemohon




DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

: Mekanisme Penerbitan KIA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1

PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan khususnya KIA; cermat, teliti.

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan

Perankat Daerah

3. [Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

Pakpak Bharat

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Sekolah se-Kab. Pakpak Bharat

Buku Registrasi, alat tulis, sarana kearsipan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

KIA
Pelaksana Mutu Baku
- Kabid. Pelayanan Kasi Pelayanan
NO Aktivitas . .
Administrasi Pendaftaran Staf Operator | Staf Registrasi EZT:?LZH:; Waktu Output Keterangan
Kependudukan Penduduk gkap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 2 hari kerja KIA KIA
permohonan dan persyaratan Seperangkat
permohonan Penerbitan KIA C) Komputer,
Printer, Program
5 |Verifikasi data KIA |_I_|<——|_|<___| P dan Jaringan

3 Pencetakan KIA

4 |Penyerahan kepada Pemohon

Komunikasi
Data, kearsipan




DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK
BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan |:
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh inas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
S f‘q,'q')’. IH, SE MM

- 99011 1 002

Nama SOP : Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kab./Kota dan/atau antar Provinsi

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, [PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program pindah datang SIAK online

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan Perankat

Daerah

Pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pindah Datang Antarkabupaten/Kota dan atau Antarprovinsi

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Kab. Pakpak Bharat

/Kota lain dan Kecamatan se-

Buku Registrasi, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat Keterangan Pindah Datang antar Kab./Kota dan/atau antar provinsi
Pelaksana Mutu Baku
L Kabid. Pelayanan| Kasi Pelayanan
NO Aktivitas . L . . . P
Kepala Dinas Administrasi Pendaftaran | Staf Operator | Staf Registrasi ersyaratan/ Waktu Qutput Keterangan
Kelengkapan
Penduduk Penduduk

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima Surat Keterangan Pindah Buku Registrasi, 2 hari kerja Surat Keterangan

dari Kab./Kota asal yang telah ( ) Seperangkat Pindah Datang

diverifikasi dan divalidasi oleh Komputer, Printer, Antar Kab./Kota

Kelurahan tujuan Program dan dan/atau Antar
2 [Pencetakan dan Konsolidasi Surat Jaringan Provinsi

Keterangan Pindah Datang E Komkunlksfm Data,

earsipan

4 |Penandatanganan Surat
Keterangan Pindah Datang

5 |Penyerahan kepada Pemohon




DINAS

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK

BHARAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan |

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Goqs

e\’
B

Nama SOP

“WMrekarisme Pencatatan Kelahiran

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

[N

,|PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencatatan Kelahiran

N

,|Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi kelahiran

3.|Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4.|Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Kepala Desa, RSUD dan Puskesma se-Kab. Pakpak Bharat Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Register Akta Kelahiran
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Kabid. Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas Pelayanan Pencatatan Sipil Kelengkapan
Administrasi
Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 2 hari Register Akta
permohonan dan persyaratan ('—) Seperangkat Kelahiran dan
permohonan pencatatan Komputer, Printer, Kutipan Akta
kelahiran Program dan Kelahiran
2 |Input data dan Pencetakan g Komf;rillsgsainData
Kutipan Akta Kelahiran ) '
3 [paraf u Tk 1 kearsipan
4 [Penandatanganan Buku
Register dan Kutipan Akta [ J
Kelahiran
5 |Penyerahan kepada Pemohon ()




DINAS Nomor SOP
KEPENDUDUKAN DAN [Tanggal Pembuatan |:
PENCATATAN SIPIL [Tanggal Revisi
KABUPATEN PAKPAK [Tanggal Efektif

BHARAT Disahkan Oleh a Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
B Pakpak Bharat
5
A
g
“ON%,
IR ARAGIH, SE.MM
‘: 727 199011 1 002
Nama SOP : Mekanisme Pencatatan Kematian
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

5N

'[PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara |Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme Pencatatan Kematian
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

N

Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan [Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program Kematian
Perankat Daerah

3|Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
. |Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
4[Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Kepala Desa, RSUD dan Puskesma se-Kab. Pakpak Bharat Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Register Akta Kematian
Pelaksana Mutu Baku
o Kepala Dinas Kabid. Pelayanan| Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi | Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas Administrasi | Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 2 hari Register Akta
permohonan dan persyaratan Seperangkat Perkawinan dan
permohonan pencatatan (-_) Komputer, Printer, Kutipan Akta
kematian Program dan Kematian
2 |Input data dan Pencetakan [—L Jaringan Komgmka&
Kutipan Akta Kematian —— Data, kearsipan
3 |Paraf —— | 94— «— 1
4 |Penandatanganan Buku Register @
dan Kutipan Akta Kematian
5 [Penyerahan kepada Pemohon > D




DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP Tanggal
Pembuatan Tanggal

Revisi Tanggal Efektif |:

Disahkan Oleh
1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
abupaten Pakpak Bharat
|
\GPE SSARAGIH, SE.MM
KibR. 18696727 199011 1 002
LK BT
Nama SOP : Mekanisme Pencatatan Perkawinan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

[y

,|PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Pencatatan Perkawinan

N

,|Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program Perkawinan

w

.|Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

B

.|Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Kepala Desa dan Penguru Agama se-Kab. Pakpak Bharat

Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Register Akta Perkawinan

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Register Akta

permohonan dan persyaratan ﬁ Seperangkat Perkawinan dan

permohonan pencatatan Komputer, Printer, Kutipan Akta

perkawinan Program dan Jaringan Perkawinan
2 |Input data dan Pencetakan Komunikf_isi Data,

Kutipan Akta Perkawinan g kearsipan
3 |Paraf 94— le——
4 |Penandatanganan Buku Register v

dan Kutipan Akta Perkawinan
5 |Penyerahan kepada Pemohon R ~







DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK
BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi Tanggal

Efektif
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
[GabhipatelsRakpak Bharat
GIH, SE.MM
Nama SOP : Mekanisme Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, |PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

N

Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur Administrasi Perkawinan; cermat, teliti.

3. [Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat

4. [Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Kepala Dinas Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 [Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 2 hari Surat
permohonan dan persyaratan Seperangkat Keterangan
permohonan pembatalan ( ) Komputer, Printer, Pembatalan
perkawinan Program dan Jaringan Perkawinan
2 |Input data dan Pencetakan Surat Komunikasi Data,
Keterangan Pembatalan E kearsipan
Perkawinan
3 |Paraf u__l I <
4 |Penandatanganan Buku Register \\J

dan Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan




| 5 |Penyerahan kepada Pemohon




DINAS Nomor SOP
KEPENDUDUKAN DAN [Tanggal Pembuatan |:
PENCATATAN SIPIL |Tanggal Revisi
KABUPATEN PAKPAK |Tanggal Efektif
BHARAT Disahkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
/ Kabapaen Pakpak Bharat
S <
( oY 5 -
o, PEERUS/SARAGIH, SE.MM
IEDUR19698727 199011 1 002
KAK BY
Nama SOP : Mekanisme Pencatatan Perceraian
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

1, [PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara |Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Pencatatan Perceraian
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan  |Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program Perceraian
Perankat Daerah

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. [Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Register Akta Perceraian
Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Kepala Dinas Kabid. Pelayanan| Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi | Persyaratan/ | Waktu | Output | Keterangan
Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, | 1 hari Register
permohonan dan persyaratan (-—) Seperangkat Akta
permohonan pencatatan Komputer, Perceraian
perceraian Printer, Program dan Kutipan
2 |Input data dan Pencetakan B dan Jaringan Akta
Kutipan Akta Perceraian [; Komunikasi Perceraian
Data, kearsipan
3 |Paraf — | — |b_|
4 |Penandatanganan Buku Register A 4
dan Kutipan Akta Perceraian
5 |Penyerahan kepada Pemohon | > ( D)







DINAS Nomor SOP
KEPENDUDUKAN [Tanggal Pembuatan
DAN PENCATATAN |Tanggal Revisi
SIPIL KABUPATEN |Tanggal Efektif
PAKPAK BHARAT [Disahkan Oleh
‘| Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
atEpaten Pakpak Bharat
Ldr -
:-% S SARAGIH, SE.MM
DNIP, 9B89727 199011 1 002
7470?(.1 "8&%
Nama SOP | TMekanisme Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1

PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan

Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program Perceraian

3. [Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Kependudukan
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 [Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Surat Keterangan
permohonan dan persyaratan Seperangkat Pembatalan
permohonan pembatalan ( ) Komputer, Printer, Perceraian
perceraian Program dan Jaringan
2 [Input data dan Pencetakan Surat Komunikasi Data,
Keterangan Pembatalan kearsipan
Perceraian ?
3 |Paraf [ Je—TF—""1  1&—1
4 |Penandatanganan Buku Register
dan Surat Keterangan Pembatalan y
Perceraian L J
5 |Penyerahan kepada Pemohon )







DINAS

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK

BHARAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan |:

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

: Mekanisme Pencatatan Pengangkatan Anak

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, |PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan

TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme Pencatatan Pengangkatan Anak

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang

Pembentukan Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program pencatatan pengangkatan anak

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
Pelaksana Mutu Baku
- Kepala Dinas Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas - . .
Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Catatan Pinggir
permohonan dan persyaratan Seperangkat pada Register
permohonan pencatatan Komputer, Printer, Akta Kelahiran
pengangkatan anak Program dan dan Kutipan
Jaringan Akta Kelahiran
2 Input data dan Pencetakan Komunikasi Data,
catatan pinggir pada Register r_l' kearsipan
Akta Kelahiran dan Kutipan I~
Paraf Lol Je
Penandatanganan Catatan N2
Pinggir pada Buku Register dan @
Kutipan Akta Kelahiran
5  |Penyerahan kepada Pemohon [ > D




DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan |:

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Q% P

* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
abljratep Pakpak Bharat

Nama SOP

: Mekanisme Pencatatan Pengakuan Anak

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, |PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program pencatatan pengakuan anak
TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme Pencatatan Pengakuan Anak
Pembentukan Perankat Daerah
3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
Pelaksana Mutu Baku
o Kepala Dinas Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Menerima dan Verifikasi Buku Register, 2 hari Catatan
berkas permohonan Seperangkat Pinggir pada
pencatatan pengakuan anak ) Komputer, Printer, Register Akta
Program dan Kelahiran dan
Input data dan Pencetakan Jar_l ngan Kut|pan_ Akta
catatan pinggir pada Register Komunikasi Data, Kelahiran
kearsipan
Akta Kelahiran dan Kutipan I—_I—l P
Paraf I_e'_l—:<
Penandatanganan Catatan v

Pinggir pada Buku Register
dan Kutipan Akta Kelahiran

Penyerahan kepada Pemohon







DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan |:

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

: Mekanisme Pencatatan Pengesahan Anak

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1,

PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme Pencatatan Pengesahan Anak

N

Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program pencatatan pengesahan anak

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Kepala Dinas Kabid. Pelayanan | Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Catatan Pinggir
permohonan dan persyaratan Seperangkat pada Register

permohonan pencatatan
pengesahan anak

2 |Input data dan Pencetakan catatan

pinggir pada Register Akta
Kelahiran dan Kutipan

3 |Paraf

.

4 |Penandatanganan Catatan Pinggir

pada Buku Register dan Kutipan
Akta Kelahiran

5 |Penyerahan kepada Pemohon L

Komputer, Printer,
Program dan Jaringan
Komunikasi Data,
kearsipan

Akta Kelahiran
dan Kutipan
Akta Kelahiran







DINAS
KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN

PAKPAK BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan |:
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IH, SE. MM
e 255 9011 1 002
Nama SOP : Mekanisme Pencatatan Perubahan Nama

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1

PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Pencatatan Perubahan Nama

N

Perda Kab. Pakpak Bhharat No.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur Administrasi Kependudukan; cermat, teliti.

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Catatan Pinggir Perubahan Nama
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Kabid. Pelayanan| Kasi Pelayanan | Staf Operator Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas Administrasi Pencatatan Sipil Kelengkapan
Penduduk
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Kerja | Catatan Pinggir
permohonan dan persyaratan Seperangkat Perubahan Nama

permohonan pencatatan Perubahan
Nama

2 |Input data dan Pencetakan catatan
pinggir pada Register Perubahan <
pinag L1
3 |Paraf .I I - | I
4 |Penandatanganan Catatan Pinggir W
pada Buku Register dan Kutipan
Perubahan Nama ‘:j
5 |Penyerahan kepada Pemohon S

Komputer, Printer,
Program dan Jaringan
Komunikasi Data,
kearsipan




DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kamipaten Pakpak Bharat
Vi X
a9/
Q_ .
¢ RAGIH, SE.MM
0727 199011 1 002
Nama SOP : Mekanisme Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, [PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat No.13/2016 tentang Pembentukan
Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur Pembetulan Akta Pencatatan Sipil; cermat, teliti.

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Pengadilan Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Pelaksana Mutu Baku
- Kepala Dinas Kabid. Pelayanan Kasi Pelayanan | Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
NO Aktivitas L . .
Administrasi Penduduk | Pencatatan Sipil Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Kerja | Catatan Pinggir
permohonan dan persyaratan @ Seperangkat pada Register
permohonan Pembetulan Akta Komputer, Akta Pencatatan
Pencatatan Sipil Printer, Program Sipil
2 |Input data dan Pencetakan catatan dan Jaringan
pinggir pada Register Akta ] Komunikasi Data,
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil kearsipan
3 |Paraf :<—— I R-
4 |Penandatanganan Catatan Pinggir v
pada Buku Register Akta
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
5 |Penyerahan kepada Pemohon > D




DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

: Mekanisme Perubahan Status Kewaranegaraan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, |PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan

TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Mekanisme Perubahan Status Kewaranegaraan

N

, |Perda Kab. Pakpak Bhharat No.13/2016 tentang
Pembentukan Perankat Daerah

Pengetahuan tentang prosedur Administrasi Kependudukan; cermat, teliti.

. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan
Kementrian Hukum dan HAM Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Perubahan Status Kewaranegaraan
Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Kepala Dinas Kabid. Pelayanan Kasi Pelayanan Staf Operator | Staf Registrasi Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Administrasi Penduduk Pencatatan Sipil Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 hari Kerja | Catatan Pinggir
permohonan dan persyaratan Seperangkat pada Kutipan
permohonan Perubahan Status C) Komputer, Printer, Akta Pencatatan
Kewaranegaraan Program dan Sipil atas
Jaringan Komunikasi Perubahan Status
2 |Input data dan Pencetakan Data, kearsipan Kewaranegaraan
catatan pinggir pada Register ,
Akta Perubahan Status D N
Kewaranegaraan dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil
P 11 1<
4 [Penandatanganan Catatan
Pinggir pada Buku Register Akta /
Perubahan Status
Kewaranegaraan dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil
5 [Penyerahan kepada Pemohon > ( D)







DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama SOP

: Mekanisme Legalisasi Dokumen Kependudukan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1,|PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan; cermat, teliti.

2,|Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang Pembentukan Perankat

Daerah

3. |Kabupaten Pakpak Bharat

Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Sekolah se-Kab. Pakpak Bharat

Buku Registrasi, alat tulis, sarana kearsipan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Legalisasi Dokumen

Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Kabid. Pelayanan Administrasi Kasi Pelayanan . . Persyaratan/
Kep);ndudukan Pendaftaran I)Dlenduduk Staf Registrasi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 8 9 10 11
1 |Menerima dan Verifikasi berkas Buku Register, 1 Jam Legalisasi
permohonan dan persyaratan Seperangkat Dokumen
permohonan Legalisasi D) Komputer, Printer, Kependudukan

Dokumen Kependudukan

Verifikasi dokumen
kependudukan

-

3 |Legalisasi Dokumen
Kependudukan

4 |Penyerahan kepada Pemohon

Program dan
Jaringan Komunikasi
Data, kearsipan




DINAS

KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

Nomor SOP
Tanggal K
Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

ety Rakpak Bharat

epala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama SOP

: Mekanisme Kuantar Akta Kematian Kamu (KUTAMU)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan:

1, [PerPres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme Pencatatan Kematian

2, |Perda Kab. Pakpak Bhharat N0.13/2016 tentang

Pengetahuan tentang prosedur dan aplikasi program Kematian

3. |Perbup No. 40/ 2016 tentang Susunan Organisasi

4. |Perbup No. 54/ 2017 tentang Rincian Tugas Pokok,

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

Kepala Desa, RSUD dan Puskesma se-Kab. Pakpak

Buku Register, alat tulis, seperangkat komputer dan printer, sarana kearsipan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Register Akta Kematian
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas Kabid. Jabatan |Staf Operator Staf Petugas Persyara Waktu Out | Keteran
NO Aktivitas Pela}ygnan _ Fungsional Registrasi Inovasi tan/ put gan
Administrasi Kelengk
Penduduk apan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menerima dan Buku 2 Jam Reqgister
Verifikasi berkas D Register, Akta
permohonan dan Seperangka Perkawinan
persyaratan t Komputer, dan
2 Input data dan PPr :Jlg:::;] Kz\tll([zzn
Pencetakan !(utlpan l | dan Kematian
Akta Kematian [ .
¥ Jaringan
3 Paraf — [ =1 ] Komunikasi
4 Penandatanganan Buku Data,
Register dan Kutipan kearsipan
Akta Kematian
5 Penyerahan kepada S
Pemohon - D




